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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. konflik di Laut China Selatan merupakan permasalahan yang sangat 

kompleks dan multidimensional, yang melibatkan beberapa negara dengan 

klaim wilayah yang tumpang tindih. Konflik ini tidak hanya berkaitan 

dengan klaim kedaulatan, tetapi juga menyangkut hak atas sumber daya 

alam yang melimpah, jalur pelayaran strategis, dan posisi geopolitik 

kawasan. Dalam perspektif hukum internasional, khususnya merujuk pada 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 

1982, penyelesaian sengketa wilayah laut seharusnya dapat dilakukan 

melalui mekanisme hukum yang disepakati bersama oleh negara-negara 

yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum 

internasional tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama 

karena adanya kepentingan nasional yang kuat serta intervensi politik dan 

militer dari beberapa negara yang terlibat. 

2. Konflik ini berdampak langsung maupun tidak langsung bagi Indonesia 

sebagai negara yang berbatasan dengan wilayah sengketa. Dampak 

langsung dapat berupa ancaman terhadap kedaulatan wilayah laut 

Indonesia, terutama di Natuna Utara yang berbatasan dengan wilayah 

sengketa di Laut China Selatan. Selain itu, keberlangsungan keamanan 

maritim di kawasan tersebut sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi 

nasional, mengingat jalur pelayaran di Laut China Selatan merupakan 
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salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Ancaman terhadap 

keamanan jalur ini berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan dan 

akses terhadap sumber daya laut yang menjadi bagian dari hak kedaulatan 

Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu menempatkan konflik ini 

sebagai perhatian strategis dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan 

negara. 

B. SARAN 

1. Penguatan Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri: Pemerintah Indonesia 

disarankan untuk memperkuat diplomasi aktif dengan negara-negara di 

kawasan dan di tingkat internasional guna mengupayakan penyelesaian 

damai konflik berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. 

Pendekatan diplomasi yang konstruktif dan kooperatif harus didukung 

dengan komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas regional. 

2. Pengembangan Kapasitas Hukum dan Keamanan Maritim: Untuk 

menghadapi potensi ancaman di wilayah perairan sekitar Laut China 

Selatan, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas institusi hukum dan 

keamanan maritim, seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP, agar mampu 

melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan wilayah 

laut secara optimal. Pengembangan teknologi dan alat pengawasan juga 

penting untuk meningkatkan efektivitas pengamanan. 
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